PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat, diperlukan langkah
strategis yang bersifat represif demi terciptanya kondusifitas
keamanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional
Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;



Menetapkan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);

9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
(Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1
Seri D);

10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2014 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

Pasal 1

Ketentuan nomor urut 5 angka romawi II dalam Lampiran
Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja setelah huruf g ditambahkan 2 (dua) huruf yakni
huruf h dan huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut :

5. Teknis Persiapan Operasional Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat :

a. memberikan teguran pertama kepada orang atau badan
hukum yang melanggar ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat;

b. memberikan teguran kedua apabila dalam waktu 3 (tiga)
hari setelah teguran pertama belum diindahkan;

c. memberikan teguran ketiga apabila dalam waktu 3 (tiga)
hari setelah teguran kedua belum diindahkan;

d. memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7
(tujuh) hari agar orang atau badan hukum tersebut
menertibkan sendiri apabila dalam waktu 3 (tiga) hari
setelah teguran ketiga belum juga diindahkan,;

e. memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3
(tiga) hari;

f. memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1
(satu) hari;

g. apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan,
maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara
paksa;

h. dalam keadaan darurat, dapat dilakukan tindakan
penertiban secara paksa tanpa melalui mekanisme
sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan
huruf f; dan



i. keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada huruf h
ditentukan setelah berkoordinasi dengan aparat
keamanan dan instansi terkait.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 16 Februari 2015

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 16 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

o
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BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015 NOMOR 4



